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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat 
mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah 
sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah 
dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara 
langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pada saat 
manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk 
penguburannya Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, 
maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. 
Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu 
sengketa tanah di dalam masyarakat. 
Setiap tahun selalu saja ada sengketa tanah yang di proses 
baik melalui pengadilan maupun yang diselesaikan secara 
musyawarah/mufakat oleh masyarakat, itu dikarenakan karena 
pengaruh tanah di kehidupan masyarakat indonesia sangat besar, 
baik untuk tanah pertanian dan perkebunan maupun untuk 
permukiman penduduk. Begitupun dengan tanah-tanah yang terletak 
di daerah pesisir Pantai, Sungai dan Danau selalu saja timbul 
sengketa dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai pengaturan 
tentang tanah. 
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Di daerah Kabupaten Wajo terdapat danau besar yang dikenal 
dengan nama Danau Tempe. Danau tersebut sangat berarti bagi 
masyarakat disekitar dikarenakan sebagai sumber utama pendapatan 
dan tempat menggantungkan hidup masyarakat lokal. Danau Tempe 
berfungsi ganda bagi kehidupan masyarakat lokal, jika musim 
kemarau dipergunakan sebagai lahan pertanian palawija yang sangat 
subur dikarenakan tanahnya berasal dari endapan lumpur yang kaya 
akan unsur hara dan dan tempat mencari ikan jika musim penghujan. 
Danau tempe sering mengalami luapan yang sangat besar 
ketika musim penghujan tiba, akibatnya terbentuklah endapan lumpur 
yang lama kelamaan menjadi padat di daerah pinggiran danau. Pada 
musim kemarau endapan lumpur yang padat ini menjadi tanah kering 
yang disebut masyarakat disana sebagi tanah koti/ tanah telleng/ 
tanah tonrong. Tanah endapan ini disebut tanah koti/tanah 
telleng/tanah tonrong karena lahan yang produktif untuk penanam 
palawija ini di kelola oleh masyarakat secara bergiliran atau diundi. 
Tanah koti diperuntukkan untuk masyarakat hanya sebatas mengelola 
sedangkan masalah kepemilikannya termasuk kategori tanah Negara, 
sedangkan pengaturan dan pengawasan berada di tangan pemerintah 
daerah. Dalam pengelolaan tanah koti, masyarakat di kenakan pajak 
retribusi berdasarkan ketentuan PERDA Kabupaten Wajo Nomor 5 
Tahun 2000 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang 
kemudian telah mengalami 3 kali revisi yaitu revisi pertama menjadi 
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PERDA Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah, kedua PERDA Kabupaten Wajo Nomor 
18 Tahun 2012 dan ketiga PERDA Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 
2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan PERDA 
Kabupaten Wajo No. 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumber 
Daya Perikanan.  
Di daerah pesisir danau bukan sekedar tanah koti saja yang 
ada tetapi ada juga jenis tanah lain yang terdapat di daerah pesisir 
utara Danau Tempe. Tanah ini lebih dikenal sebagai tanah balete. 
Jenis tanah ini terbentang dipesisir utara Danau Tempe atau lebih 
dikenal dengan sebutan Danau Lapompakka atau Tappareng 
Lapongpakka.  
Di wilayah territorial Kabupaten Wajo, baik tanah koti maupun 
tanah Balete memiliki posisi dan gambaran corak tanah yang sama 
hanya perbedaan yang sangat mencolok dari segi kepemilikan dan 
proses terbentuknya. Tanah koti termasuk kategori tanah negara 
karena timbul berdasarkan faktor alam, tetapi walaupun begitu hak 
garapnya tetap berada di tangan masyarakat yang dilakukan secara 
bergilir. Pemerintah hanya berfungsi mengawasi serta memungut 
retribusi terhadap tanah koti tersebut. Sedangkan tanah balete 
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termasuk kategori milik individu karena timbul berdasarkan 
pembukaan hutan rawa yang dilakukan oleh masyarakat.1 
Karena tanah koti merupakan tanah Negara dan aset Negara 
yang pengelolaannya diberikan kepada masyarakat danau Tempe, 
tentunya memerlukan pengaturan hukum yang jelas agar tidak timbul 
permasalahan. Tapi sayangnya peraturan tersebut sampai sekarang 
belum ada, pemerintah Kabupaten wajo hanya mengatur tanah koti’ 
berdasarkan ketentuan PERDA Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 
2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan PERDA 
Kabupaten Wajo No. 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumber 
Daya Perikanan.  
Masih begitu banyak permasalahan yang harus ditangani oleh 
pihak pemerintah maupun masyarakat danau tempe dalam 
pengelolaan tanah koti‟  berdasarkan hasil wawancara dengan 
berbagai pihak terkait yaitu, belum ada dasar hukum atau pengaturan 
yang jelas dari pemerintah mengenai tanah koti’ antara lain belum ada 
pengaturan mengenai seperti apa objek tanah koti’, batas-batas 
tanah koti’ atau peta tanah koti’, serta siapa masyarakat yang berhak 
mengelola tanah koti’. Pemerintah belum mengatur tanah koti’ ini 
secara jelas, apakah tanah koti’ ini merupakan tanah yang sudah 
menjadi aset daerah (Pemerintah Daerah) dari pendaftaran Hak 
Pengelolaan Pemerintah kabupaten Wajo, atau dapat diusahakan 
                                                             
1
 Mulyadi, 2014, Tinjauan hukum status penguasaan tanah balete di daerah pesisir 
danau lapompakka kabupaten wajo, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm.4-5. 
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menjadi hak milik perseorangan yang berasal dari (Tanah Negara 
bebas) yang belum di alasi Hak di atasnya, apakah hak masyarakat 
atas tanah koti berupa Hak pakai atas Tanah Negara atau Hak Pakai 
atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten wajo, memang tidak 
ada larangan maupun kebebasan yang jelas yang disampaikan 
kepada masyarakat mengenai status kepemilikan tanah koti karena 
memang belum ada peraturan khusus yang dibuat pemerintah. Hal ini 
tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja dan berkelanjutan karena 
menimbulkan berbagai penafsiran dan tentunya ketidakpastian 
hukum. Selama ini peraturan tanah koti hanya berlandas dari 
peraturan Adat yang berasal dari kerajaan wajo yang masih 
dilaksanakan dan dihormati warga sebagai suatu aturan yaitu PERDA 
Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah, peraturan tersebut hanya mengatur mengenai 
pemungutan retribusi dari pemerintah, tidak mengatur hal-hal yang 
lebih jelas, misal luas dan batas tanah koti. 
Permasalahan lain yang timbul yaitu, adanya masyarakat yang 
memiliki Surat Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah koti  dan ada 
pula masyarakat yang tidak memiliki. Inilah yang menyebabkan 
kecemburuan sosial antara masyarakat yang memiliki surat pajak 
bumi dan bangunan dengan masyarakat yang tidak memiliki surat 
pajak bumi dan bangunan. Masyarakat yang memiliki surat pajak bumi 
dan bangunan inilah yang tidak mau lagi lokasi tanah koti‟ nya untuk di 
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undi lagi dan lokasi itu ditetapkan, Karena mereka menganggap 
bahwa apabila sudah memiliki surat pajak bumi dan bangunan, tanah 
koti‟ tersebut sudah menjadi haknya dan lokasi tanah koti‟ nya tidak 
perlu lagi untuk di undi hanya perlu untuk membayar pajak ke 
pemerintah daerah. Sementara masyarakat yang tidak memiliki surat 
pajak bumi dan bangunan harus mengikuti Makkoti untuk 
mendapatkan lokasi tanah koti nya. Dari kepemilikan surat pajak bumi 
dan bangunan inilah yang tentunya kemudian bisa dijadikan dasar 
diajukannya pendaftaran Hak Milik dengan cara mengurus sertifikat 
hak milik di Kantor Pertanahan dengan alasan itikad baik dan 
penguasaan lebih 20 tahun secara turun-temurun berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah. Sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki surat Pajak 
Bumi Bangunan atas tanah koti’  merasa cemburu, Dan ini tentunya 
tidak bisa dibiarkan terus berlanjut karena rawan akan konflik antar 
masyarakat. Selain itu masalah lain yang timbul yaitu, banyaknya 
patok dari tanah koti’ yang bergeser dari batas yang ditentukan 
sehingga batas tanahnya tidak sesuai lagi dengan batas tanah setelah 
pembagian atau pengundian tanah koti’. karena tidak ada patok 
permanen pada kawasan tanah koti mengingat bahwa meskipun 
diberikan patok permanen patoknya pun akan tenggelam dalam 
lumpur setelah musim penghujan (pada saat tanah koti tenggelam). 
Dengan adanya masyarakat yang memiliki Surat Pajak Bumi dan 
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Bangunan atas tanah koti menyebabkan banyaknya kecemburuan 
sosial dan juga menyebabkan aturan adat yang selama ini dipegang 
teguh mulai luntur dan dikesampingkan, terbukti dengan semakin 
berkurangnya masyarakat yang mengikuti pengundian (makoti) untuk 
mendapatkan lahan tanah koti dan wilayah tanah koti yang semakin 
tahun semakin berkurang akibat pengurusan tanah koti sebagai tanah 
negara yang kemudian di berikan surat pajak bumi bangunan. 
Meskipun surat pajak bumi bangunan bukan merupakan bukti 
kepemilikan tetapi bisa diajdikan syarat pengajuan hak milik. Nah ini 
semua masalah yang sangat serius yang harus segera ditangani baik 
dari pihak pemerintah maupun masyarakat setempat, jika tidak diatasi 
dengan segera akan menimbulkan perselisihan antar masyarakat 
karena penafsiran yang berbeda mengenai status kepemilikan tanah 
koti dan keberadaan tanah koti akan terancam bahkan hilang menjadi 
hak milik perseorangan yang manfaatnya hanya untuk sebagian 
masyarakat yang memiliki hak milik bukan lagi tanah koti yang 
manfaatnya dapat dinikmati secara menyeluruh oleh masyarakat 
karena hak garapnya secara bergilir dan menyeluruh. 
Masalah lainnya adalah didalam tanah koti ini juga timbul tanah 
Bengkok,yaitu gaji pegawai yang berupa  tanah, pegawai yang 
dimaksud disini adalah perangkat desa. Misalnya Kepala Desa, 
Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Bagian. Hak yang ada disini 
adalah hak menikmati artinya perangkat desa tersebut hanya berhak 
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menikmati hasil dari tanah bengkok tersebut selama menjadi 
perangkat desa, apabila perangkat desa tersebut sudah selesai 
tugasnya atau berakhirnya masa jabatan maka tanah kembali kepada 
negara dan akan dinikmati oleh penggantinya, jadi tidak boleh 
perangkat desa menjual tanah bengkoknya2. Tetapi tanah bengkok di 
dalam tanah koti di danau tempe terjadi masalah yang sangat serius 
dimana tanah bengkok yang diperoleh perangkat desa setelah habis 
masa jabatannya, bukannya diserahkan kepada pengganti jabatannya 
tetapi dijual sehingga perangkat desa yang baru akan mendapatkan 
tanah bengkok baru dari kawasan tanah koti sehingga setiap 
pergantian perangkat desa akan mengurangi luas tanah koti akibat 
pengambilan tanah bengkok untuk perangkat desa yang baru. 
Salah satu bentuk peraturan Pemerintah Kabupaten Wajo 
bersama masyarakat danau Tempe mengenai peraturan tanah koti 
yang secara turun-temurun diakui dan dihormati sejak kerajaan wajo 
masih berkuasa hingga sekarang yaitu diberlakukannya sistem undian 
(koti) dalam peruntukan hak pengelolaan (garap) tanah bagi 
masyarakat untuk penanaman palawija, sistem undian ini sangat 
populer di kalangan masyarakat, tetapi akhir-akhir ini sistem itu 
tampaknya sudah mulai gugur dan menghilang dikarenakan begitu 
banyaknya masalah terhadap tanah koti. Hal inilah yang menarik 
penulis untuk meneliti mengapa sistem undian (koti) tersebut mulai 
                                                             
2
Mudjiono, Politik dan Hukum Agraria, Liberty, Yogyakarta. 1997. Hlm 84 
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gugur, apakah karena memang sistem ini sudah tidak cocok lagi 
dengan kondisi tanah koti atau ada alasan lain yang mendasarinya.  
Karena banyaknya permasalahan terhadap tanah koti. maka 
berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menganggap perlu 
melakukan penelitian mengenai “perlindungan hukum terhadap hak 
garap masyarakat atas “tanah koti” di danau tempe (kabupaten wajo)”, 
agar nantinya bisa menjadi salah satu reverensi bagi peneliti 
berikutnya dikarenakan masih banyaknya permasalahan yang perlu 
diteliti dan dicarikan solusi. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah masyarakat mendapatkan hak garap „tanah koti‟ 
secara bergilir di Danau Tempe ? 
2. Bagaimanakah peranan pemerintah dalam mengatur pemanfaatan 
hak garap „tanah koti‟ secara bergilir di Danau Tempe ?  
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui masyarakat mendapatkan hak garap „tanah koti‟ 
secara bergilir di Danau Tempe 
2. Untuk mengetahui peranan pemerintah dalam mengatur 
pemanfaatan hak garap „tanah koti‟ secara bergilir di Danau 
Tempe 
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D. Kegunaan Penelitian 
1. Memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum, 
khususnya mengenai pertanahan dan hukum adat yang berlaku di 
Kabupaten Wajo.  
2. Menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi para pihak yang 
terkait dalam Pengaturan  tanah koti, khususnya di Kabupaten 
Wajo.  
3. Menjadi salah satu reverensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin 
meneliti lebih lanjut tentang  pengaturan tanah koti di Kabupaten 
Wajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hak Penguasaan Atas Tanah 
Hak penguasaan atas tanah mengatur hal mengenai 
serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi 
pemegang haknya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang 
untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang 
menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak 
penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. 
Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum 
Tanah dibagi menjadi dua, yaitu: 
1. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum  
Hak peguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah 
dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya 
Ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah adalah sebagai 
berikut: 
a. Memberi nama pada hak pengusaaan yang bersangkutan; 
b. Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh dan 
wajib,dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya 
serta jangka waktu penguasaaannya; 
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c. Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh 
menjadi pemegang haknya, dan syarat-syarat bagi 
penguasaannya; 
d. Mengatur hal-hal mengenai tanahnya; 
2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang 
konkret  
Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah 
tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu 
sebagai subjek atau pemegang haknya. 
Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, adalah 
sebagai berikut: 
a. Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu 
hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan 
hak penguasaan atas tanah tertentu; 
b. Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak 
lain; 
c. Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain; 
d. Mengatur hal-hal mengenai hapusnya; 
e. Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.
3
 
 
 
                                                             
3
Farida patittingi, Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, Rangkang Education, 
Yogyakarta. 2012. Hlm 114. 
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Pengaturan hak atas tanah telah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
LN Tahun 1960 Nomor 104.4 Yang kemudian menjadi landasan 
semua peraturan pertanahan di indonesia. 
Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam UUPA dan 
Hukum Tanah Nasional, adalah :  
1. Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah Sesuai dengan UUD Tahun 
1945 pasal 33, tanah bangsa indonesia tersebut “harus “ dikuasai 
negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Hak penguasaan negara itu meliputi juga semua tanah diseluruh 
wilayah Republik Indonesia tanpa kecuali.5 
Hak Bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak penguasaan 
atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada 
dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat 
abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas 
tanah. Pengaturan hak penguasaan atas tanah ini dimuat dalam 
pasal 1 ayat (1) – ayat (3) UUPA. 
Hak bangsa Indonesia atas tanah mempunyai sifat komunalistik, 
artinya semua tanah yang ada dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia merupakan tanah Bangsa Indonesia (pasal 1 ayat (1) 
UUPA). Selain itu juga mempunyai sifat religius, artinya seluruh 
                                                             
4
 Yudhi Setiawan, Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) dalam 
Kosolidasi Tanah. Rajawali Press. Jakarta. 2009. Hlm 1.   
5
Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. Rajawali Press. 
Jakarta.2008. Hlm 360.   
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tanah yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia 
merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa (pasal 1 ayat (2) 
UUPA).6 
2. Hak Menguasai dari Negara Atas Tanah 
Hak menguasai dari Negara atas tanah bersumber pada Hak 
Bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan 
penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang 
mengandung unsur hukum publik. Tugas mengelola seluruh tanah 
bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh Bangsa 
Indonesia,maka dalam penyelenggaraannya, Bangsa Indonesia 
sebagai pemegang hak dan pengembang amanat tersebut, pada 
tingkatan tertinggi dikuasakan kepada Negara republik Indonesia 
sebgai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 ayat (1) 
UUPA). 
Tujuan hak menguasai dari negara atas tanah dimuat dalam pasal 
2 ayat (3) UUPA, yaitu untuk mencapai sebesar-besar 
kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan 
kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia 
yang merdeka,berdaulat,adil dan makmur.
7
 
Pelaksanaan hak menguasai dari negara atas tanah dapat 
dikuasakan atau dilimpahkan kepada daerah-daerah  swatantra 
(pemerintah Daerah) dan masyarakat-masyarakat Hukum Adat, 
                                                             
6
Aminuddin salle dkk, 2010. Hukum Agraria, AS Publising Hal 96-97 
7
Aminuddin salle dkk, Op.cit., Hal 98-99 
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sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah 
(pasal 2 ayat (4) UUPA). Pelimpahan pelaksanaan sebagian 
kewenangan negara tersebut dapat juga diberikan kepada Badan 
Otorita, Perusahaan Negara, dan Perusahaan Daerah, dengan 
pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan Hak 
Pengelolaan.  
Perseorangan dan badan hukum dimungkinkan untuk menguasai 
dan menggunakan tanah sesuai dengan kebutuhan masing-
masing. Untuk itu, negara memberikan “Hak Atas Tanah” yang 
diatur dan ditetapkan oleh UUPA. Walaupun diberikan hak yang 
dapat digunakan untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan 
usaha,semua hak atas tanah itu bersumber kepada hak bangsa. 
Sehingga dalam penggunaanya semua hak atas tanah itu selain 
berpedoman kepada kepentingan pribadin, wajib juga 
memerhatikan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan pasal 
6 UUPA yang menyatakan: “semua hak atas tanah mempunyai 
fungsi sosial.” Oleh karena itu, tanah yang sudah mendapat hak 
wajib dimanfaatkan dan tidak boleh dibiarkan terlantar.
8
 
Hak menguasai oleh negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak 
lain. Akan tetapi, tanah negara dapat diberikan dengan sesuatu 
hak atas tanah kepada pihak lain. Pemberian hak atas tanah 
                                                             
8
Hasni, Op.cit., Hal 360. 
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negara kepada seseorang atau badan hukum, bukan berarti bahwa 
negara melepaskan Hak Menguasai Negara tersebut dari tanah 
yang bersangkutan. Tanah tersebut tetap berada dalam 
penguasaan negara. Negara tidak melepaskan kewenangannya 
sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 UUPA terhadap tanah-
tanah yang bersangkutan. 
Hak menguasai dari Negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak 
lain, tetapi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Pemerintah 
Daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang hal itu 
diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional.selain kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, pelimpahan pelaksanaan sebagian 
kewenangan Negara tersebut dapat juga dilakukan kepada apa 
yang disebut Badan-Badan Otorita dan perusahaan-perusahaan 
Negara dan perusahaan-perusahaan Daerah, dengan pemberian 
penguasaan tanah-tanah tertentu dengan Hak Pengelolaan.9 
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 
Hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 3 UUPA, 
yaitu “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 
pelaksanaan hak ulayat dan pelaksaan hak-hak serupa itu dari 
masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 
kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sehingga 
                                                             
9
 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta. 2007. Hal 60-61 
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sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang 
berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan 
dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih 
tinggi”. 
Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang 
wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada 
sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 
Agustus 1945.10 
Menurut pasal 1 peraturan Menteri Negara agraria/kepala Badan 
Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) No. 5 Tahun 
1999 tentang pedoman penyelesaian masalah Hak Ulayat 
Masyarakat Hukum adat, yang dimaksud dengan hak ulayat 
kewenangan yang menurut adat tertentu atas wilayah tetentu yang 
merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil 
manfaat dari sumber daya alam (SDA), kelangsungan hidup dan 
kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan 
batiniah secara turun emurun dan tidak terputus antara masyarakat 
hukum adat tertentu dengan wilayah yang bersangkutan. 
Menurut Boedi Harsono (2005), hak ulayat masyarakat hukum adat 
dinyatakan masih ada apabila memenuhi 3 unsur, sebagaimana 
diatur dalam pasal 2 ayat (2) Permen Agraria/Kepala BPN No.5 
Tahun 1999, yaitu: 
                                                             
10
 Maria S.W.Sumardjono, kebijakan Pertanahan Antara  Regulasi dan Implementasi 
,Penerbit Buku Kompas, Jakarta. 2005. Hal 54 
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a) Terdapat sekelompok orang orang yang masih merasa terikat 
oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu 
persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan 
ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan 
sehari-hari; 
b) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup 
para warga persekutuan hukum tersebut dan tenpatnya 
mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; 
c) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, 
penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan 
ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut. 
Pasal 3 UUPA mengandung pernyataan pengakuan mengenai 
eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang masih 
ada, artinya bila dalam kenyataan tidak ada, maka hak ulayat itu 
tidak akan dihidupkan lagi, dan tidak akan diciptakan hak ulayat 
baru. Hak ulayat dibiarkan tetap diatur oleh masyarakat hukum 
adat masing-masing. 
4. Hak-Hak Atas Tanah 
Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak-hak perseorangan 
atas tanah. Hak-hak perseorangan atas tanah, adalah hak yang 
memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, 
sekelompok orang secara bersama-sama, badan hukum) untuk 
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memakai dalam arti menguasai, menggunakan, dan atau 
mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu. 
Hak perseorangan atas tanah berupa hak atas tanah , wakaf tanah 
hak milik, hak tanggungan, dan hak milik atas satuan rumah susun. 
Macam-macam hak atas tanah di muat dalam pasal 16 UUPA, 
pasal 53 UUPA, dan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 40 
Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan 
Hak Pakai Atas Tanah, LRI tahun 1996 No.58-TLRNRI No. 3643. 
Macam-macam hak atas tanah, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan, Hak membuka Tanah, Hak Memungut Hasil 
Hutan, Hak Gadai(Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil(Perjanjian 
Bagi Hasil), Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. 
5. Wakaf Tanah Hak Milik 
Wakaf tanah hak milik adalah hak penguasaan atas tanah bekas 
hak milik, yang oleh pemiliknya (seorang atau badan hukum) 
dipisahkan dari harta kekayaannya dan melembagakan untuk 
selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan 
umum lainnya sesuai dengan ajaran agama. Wakaf tanah hak milik 
diatur dalam pasal 49 ayat (3) UUPA, yaitu perwakafan tanah milik 
dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah (PP) No. 28 
Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Hak Milik, yang 
dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
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(Permendagri) No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran 
Tanah Mengenai Pewakafan Tanah Milik. 
6. Hak Tanggungan 
Hak Tanggungan merupakan satu-satunya hak jaminan atas tanah 
dalam Hukum Nasional. Hak Tanggungan menurut UUPA dapat 
dibedakan kepada Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna 
Bangunan, menurut pasal 51 UUPA, Hak Tanggungan lebih lanjut 
diatur dengan undang-undang (UU) No. 4 tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan 
dengan Tanah. 
Menurut boedi Harsono (2005), Hak Tanggungan merupakan hak 
penguasaan atas tanah yang memberikan kewenangan kepada 
kreditur tertentu untuk menjual lelang bidang tanah tertentu yang 
dijadikan jaminan bagi pelunasan piutang tertentu dalam hal 
debitur cedera janji dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan 
tersebut, dengan mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain. 
Hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan utang debgan 
dibebani Hak Tanggungan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 
1996, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan 
Hak Pakai atas tanah Negara menurut ketentuannya wajib didaftar 
menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. 
7. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 
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Secara Implisit Hak Milik Atas satuan Rumah Susun diatur dalam 
pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu hak atas tanah dapat diberikan 
kepada sekelompok orang secara bersama-sama dengan orang 
lain.Bidang tanah yang diatasnya berdiri rumah susun, hak atas 
tanahnya dimiliki dan dikuasai secara bersama-sama oleh seluruh 
pemilik satuan rumah susun dapat berupa Hak Milik, Hak Guna 
Bangunan,atau Hak Pakai atas tanah Negara. Ketentuan rumah 
susun diatur dalam Undang-undang (UU) No.16 Tahun 1985 
tentang Rumah Susun, LNRI Tahun 1988 No.7-TLNRI No.3372. 
Dari segi fungsinya, rumah susun diutamakan untuk tempat hunian 
atau tempat tinggal, akan tetapi rumah susun dapat juga 
difungsikan untuk nonhunian(usaha). Rumah susun dapat dibangun 
diatas tanah berstatus Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai 
atas Tanah Negara, dan Hak Pengelolaan. Khusus rumah susun 
yang dibangun diatas tanah yang berstatus Hak Pengelolaan, 
penyelenggara pembangunan rumah susun berkewajiban 
menyelesaikan status Hak Guna Bangunan diatas Hak 
Pengelolaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebelum menjual satuan rumah susun 
bersangkutan.11 
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Aminuddin salle dkk, Loc.cit., Hal 100-104. 
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B. Hak-Hak  Atas Tanah 
UUPA adalah landasan hukum bagi semua peraturan 
perundang-undangan di bidang pertanahan. Salah satu tujuan dari 
UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian 
hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.12 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanah, jika tidak 
dimiliki oleh orang perorangan atau badan kesatuan, maka tanah 
tersebut adalah milik dari negara. Dalam konsep Undang-Undang 
Pokok Agraria, tanah di seluruh Wilayah Indonesia bukanlah milik 
Negara Republik Indonesia, melainkan adalah milik seluruh Bangsa 
Indonesia (pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria) dan pada 
tingkatan yang paling tinggi dikuasai oleh Negara Republik Indonesia 
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Pokok Agraria). Atas dasar hak menguasai negara 
itu,ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah, yang dapat 
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik secara pribadi 
maupun bersama-sama dengan orang-orang lain, serta badan-badan 
hukum (pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria). Hak-hak 
atas tanah yang diberikan tersebut memberikan wewenang kepada 
yang bersangkutan untuk mempergunakannya (pasal 4 ayat (2) 
Undang-Undang Pokok Agraria). Semuanya dengan memperhatikan 
                                                             
12
Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta. 2005. 
Hlm 75-76. 
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akan fungsi hak atas tanah yang berfunsi sosial (pasal 6 Undang-
undang Pokok Agraria). Penggunaan tanah tersebut harus di 
sesuaikan dengan keadaan sifat dari haknya, hingga memberikan 
manfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang 
mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan 
negara. Kepentingan-kepentingan masyarakat dan perseorangan 
haruslah berada dalam keadaan yang seimbang (penjelasan Umum 
Angka II.4 Undang-Undang Pokok Agraria).13 
Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam pasal 16 jo.pasal 
53 UUPA, yang dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu: 
1. Hak atas tanah yang bersifat tetap  
Yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih 
berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang 
baru.Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik ,Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk 
Bangunan, Hak Membuka Tanah dan Hak memungut Hasil Hutan. 
2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang 
Yaitu hak tanah akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan 
dengan undang-undang. Hak atas tanah ini macamnya belum ada 
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara  
Yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang 
singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat 
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Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta. 
2008. Hlm 24-25. 
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pemerasan, mengandung sifat feodal dan bertentangan dengan 
jiwa UUPA. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Gadai 
(Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak 
Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian.14 
Kemudian lahirlah hak-hak atas tanah yang peruntukannya 
dibeda-bedakan pada jenis pemanfaatannya, serta pada pribadi-
pribadi hukum yang akan menjadi pemiliknya. Secara umum 
ketentuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a) Hak Milik, merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang 
memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk 
memberikan kembali suatu hak lain diatas bidang tanah Hak 
milik yang dimilikinya tersebut (dapat berupa HGB, Hak Pakai 
dengan pengecualian Hak Guna Usaha), yang hampir sama 
dengan kewenangan negara (sebagai Penguasa) untuk 
memberikan hak atas tanah kepada warganya. Hak Ini, 
meskipun tidak mutlah sama,tetapi dapat dikatakan mirip 
dengan eigdendom atas tanah menurut kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata,yang memberikan kewenangan yang paling 
luas pada pemiliknya, dengan ketentuan harus memperhatikan 
ketentuan pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria.Dan 
ketentuan Hak Milik diatur dalam UUPA, pasal 21. 
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Dapat diketahui bahwa pada dasarnya Hak Milik atas anah 
hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia tunggal saja, 
dan tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing dan badan 
hukum, baik yang didirikan di indonesia maupun yang didirikan 
di luar negeri dengan pengecualian badan-badan hukum 
tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 1963.15 
b) Hak Guna Bangunan  
Hak Guna Bangunan (selanjutnya disingkat HGB) juga 
merupakan salah satu hak atas tanah yang disebut dalam 
pasal 16 ayat (1) UUPA, yang diatur pokok-pokoknya dalam 
pasal 35 sampai dengan pasal 40 UUPA. Secara khusus HGB 
telah diatur dalam Bab III PP NO. 4 tahun 1996. Jangka waktu 
HGB adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka 
waktu paliing lama 20 tahun, serta dapat diberikan 
pembaharuan, HGB dapat diberikan atas tanah negara, tanah 
hak pengelolaan dan tanah hak milik.16 
Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak 
lain dan yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan adalah 
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Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.Cit., Hlm 30-32. 
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Farida patittingi, Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, Rangkang Education, 
Yogyakarta. 2012. Hlm 129. 
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Warga Negara Indonesia serta badan hukum yang didirikan 
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.17 
c) Hak Guna Usaha 
Menurut pasal 28 ayat (1) UUPA, yang dimaksud dengan Hak 
Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang 
dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu 
sebagaimana tersebut dalam pasal 2, guna perusahaan 
pertanian, perikanan, atau peternakan. PP No. 40 Tahun 1996 
menambahkan guna usaha perkebunan. Luas tanah HGU 
untuk perseorangan luas minimalnya 5 hektar dan luas 
maksimalnya 25 hektar. Jangka waktu HGU untuk pertama 
kalinya paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk 
jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang 
untuk jangka waktu paling lama 25 tahun (pasal 29) UUPA. 
d) Hak Pakai 
Menurut pasal 41 ayat (1) UUPA yang dimaksud dengan Hak 
Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut 
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau 
tanah milik orang lain, yang memberikan wewenang dan 
kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya 
oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian 
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 Eli Wuria Dewi, Mudahnya Mengurus sertifikat Tanah Dan segala Perizinannya, Buku 
Pintar, Yogyakarta. 2014. Hlm 28. 
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sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala 
sesuatunya asal tidak bertentangan dengan jiwa dan 
ketentuan-ketentuan UUPA. 
Terjadinya Hak Pakai dapat dengan pemberian dari 
Pemerintah, karena konversi atau karena suatu perjanjian, hak 
Pakai dengan pemeberian dari pemerintah, mungkin berasal 
dari tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau berasal 
dari tanah yang tadinya adalah Hak Milik yang 
dilepas/dibebaskan, sedangkan Hak Pakai dengan konversi, 
antara lain dari Hak Eigendom kepunyaan Pemerintah Negara 
Asing yang dipakai untuk bangunan tempat tinggal/kantor 
Kepala Perwakilan Negara Asing itu di Indonesia, Hak Erfpacht 
untuk perusahaan kebun besar yang pada saat berlakunya 
UUPA sudah habis waktunya. Hak Gogolan, Pekulen atau 
sanggan yang tidak bersifat tetap sebagai yang dimaksud 
dalam pasal VII ayat 2 Ketentuan-ketentuan Konversi. 
Terjadinya Hak Pakai karena perjanjian, adalah berasal dari 
tanah Hak Milik. Hak Pakai tersebut diadakan berdasarkan 
suatu perjanjian antara yang mempunyai Hak Milik dengan 
pihak yang akan mendapat Hak Pakai itu. Perjanjian tersebut 
dapat dilakukan dengan lisan atau tertulis,dengan suatu akta 
notaris atau akta dibawah tangan. Tidak ada ketentuan yang 
mengharuskan pembuatan atau pembuktiannya dengan kata 
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yang dibuat oleh PPAT, begitu juga tidak ada ketentuan yang 
mewajibkan pendaftarannya.18 
Jangka waktu Hak Pakai menurut pasal 41 ayat (2) UUPA 
tidak menentukan secara tegas berapa lama jangka waktu hak 
pakai,tetapi dalam PP No. 40 Tahun 1996 mengatur sesuai 
dengan asal tanahnya: 
1) Hak Pakai Atas Tanah Negara 
Dapat diketahui bahwa jangka waktu pemberian Hak Pakai 
berbeda-beda, dengan ketentuan: 
(a) Jika pemegang Hak Pakainya adalah: 
 Departemen,Lembaga Pemerintah Non-Departemen 
dan Pemerintah Daerah; 
 Perwakilan negara asing dan perwakilan badan 
Internasional; 
 Badan Keagamaan dan badan sosial. 
Hak Pakai dapat diberikan untuk jangka waktu yang 
tidak terbatas 
(b) Jika pemegang Hak Pakainya bukanlah subjek hukum 
tersebut diatas, atau WNI, Badan hukum yang didirikan 
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 
indonesia,orang asing yang berkedudukan di indonesia, 
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dan Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di 
Indonesia. 
Maka jangka waktu pemberiannya paling lama 40 tahun, 
yang jangka waktunya untuk pertama kali paling lama 
25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling 
lama 20 tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka 
waktu paling lama 25 tahun 
2) Hak Pakai Atas Tanah Hak Pengelolaan 
Jangka waktu untuk pertama kali paling lama 25 tahun, 
dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 
tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling 
lama 25 tahun. 
3) Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik 
Jangka waktu untuk pertama kali paling lama 25 tahun dan 
tidak dapat diperpanjang. Namun, atas kesepakatan antara 
pemilik tanah dengan pemegang Hak Pakai dapat 
diperbaharui dengan pemberian Hak Pakai baru dengan 
akta yang dibuat oleh PPAT dan wajib di daftarkan di kantor 
pertanahan setempat. 
Peralihan Hak Pakai dapat terjadi karena jual-beli, tukar-
menukar, hibah, pemasukan dalam dalam perusahaan dan 
perbuatan hukum pemindahan hak lainnya serta lelang. 
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Peralihan Hak Pakai yang terjadi atau dilakukan dengan 
cara jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam 
dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak 
lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya 
dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat 
oleh PPAT (Pejabat Pembuat Ata Tanah) yang 
berwenang.19 
e) Hak Sewa 
Menurut pasal 44 ayat (1) UUPA , seseorang atau suatu badan 
hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak 
mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperlua 
bangunandengan membayar kepada pemiliknya sejumlah 
uang untuk bangunan sebagai uang sewa dengan jangka 
waktu tertentu yang disepakati pemilik tanah dengan 
pemegang hak sewa bangunan. Sedangkan hak sewa untuk 
tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementara (pasal 16jo. 
Pasal 53). Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena 
negara bukan pemilik tanah. Jangka waktu Hak Sewa untuk 
bangunan tidak diatur secara tegas dalam UUPA.ini 
diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik tanah dengan 
pemegang Hak Sewa atas tanah bangunan.20 
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Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Loc.Cit., Hlm 262-263. 
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Aminuddin salle dkk, Loc.Cit., hal 143-147. 
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f) Hak Pengelolaan 
Hak pengelolaan (atau biasa disingkat HPL) adalah salah satu 
hak atas tanah yang tidak ditemukan dalam istilah dalam 
UUPA, namun dalam sistematika hak penguasaan atas tanah 
masuk dalam golongan hak-hak atas tanah. HPL adalah hak 
menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan 
pelaksanaanya sebagian dilimpahkan kepada pemegang 
haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan 
tanah,mengunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan 
tugasnya,menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada 
pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. 
Sedangkan Ranoemihardja, mengartikan HPL sebagai hak 
atas tanah yang dikuasai oleh negara dan hanya dapat 
diberikan kepada badan hukum pemerintah atau pemerintah 
daerah baik dipergunakan untuk usahanya maupun untuk 
kepentingan pihak ketiga, sementara Parlindungan 
mengatakan, bahwa istilah HPL tidak ditemukan dalam UUPA. 
Hanya saja, secara tidak langsung pasal 2 ayat (4) 
menyatakan bahwa hak menguasai dari Negara dalam 
pelaksanaannya dapat dikuasakan pada daerah-daerah 
Swatantra dana masyarakat hukum adat, sekadar diperlukan 
dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Untuk 
delegasi wewenang pelaksanaan Hak Menguasai dari Negara 
32 
kepada Swatantra disebutkan oleh peraturan yang ada 
sebagai hak pengelolaan. 
Hak ini untuk pertama kali disebut dan diatur dalam Peraturan 
Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang “pelaksanaan 
Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-
ketentuan  tentang Kebijaksanaan selanjutnya” jo Peraturan 
Menteri Agraria No.1 Tahun 1966 tentang “Pendaftaran Hak 
Pakai dan Hak Pengelolaan” dikaitkan dengan Peraturan 
Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang “Penguasaan Tanah 
Negara”. Ketentuan HPL dalam Peraturan Menteri Agraria No. 
9 Tahun 1965 diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
No. 5 Tahun 1974 tentang “Ketentuan-ketentuan Mengenai 
Penyediaan dan Pemberian Hak untuk Keperluan 
Perusahaan”. 
Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara 
dan Hak Pengelolaan, memberikan pengertian Hak 
Pengelolaan, yaitu hak menguasai dari negara yang 
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 
pemegang haknya. 
Pasal 67 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 menentukan 
bahwa Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada: 
a. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah; 
33 
b. Badan Usaha Milik Negara;  
c. Badan Usaha Milik Daerah; 
d. PT.Persero; 
e. Badan Otorita; 
f. Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk 
pemerintah. 
Badan-badan hukum tersebut dapat diberikan Hak 
Pengelolaan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah. Permohonan 
Hak Pengelolaan diajukan kepada Menteri melalui Kepala 
Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah 
yang bersangkutan, dengan melampirkan persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada pasal 69 Peraturan Menteri 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 
1999.21 
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang 
Penguasaan Tanah-Tanah Negara menyebutkan bahwa 
kecuali jika penguasaan tanah negara dengan undang-undang 
atau peraturan lainnya pada waktu berlakunya peraturan 
pemerintah ini, telah diserahkan kepada suatu Kementerian 
jawatan atau daerah swantantra, penguasaan atas tanah 
negara pada mendagri.22 
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 Arie Sukanti Hutagulung, kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan , Rajawali 
Pers, Jakarta. 2009. Hal 49 
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C. Hak Garap  
UUPA sendiri tidak mengatur mengenai hak garap karena hak 
garap bukan merupakan kategori Hak yang diatur dalam Hak-Hak atas 
Tanah yang diatur dalam hierarki penguasaan atas tanah, Sejumlah 
literatur hukum pertanahan mencoba mengkait-kiatkan tanah garapan 
dengan pemakaian tanah tanpa izin pemilik atau kuasanya dan 
pendudukan tanah tidak sah (onwettige occupatie). 
Sekalipun tidak diatur dalam UUPA, sejumlah peraturan 
perundangan organiknya sebenarnya sudah mencoba mengatur tanah 
garapan.  Diantaranya adalah aturan mengenai surat izin menggarap 
yang diberikan dalam rangka landreform. Sebelumnya, tanah garapan 
diatur dalam PP 224/1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah 
dan Pemberian Ganti Kerugian. Namun, pendefinisian mengenai 
tanah garapan baru dilakukan kemudian dengan menempuh metode 
evolusi. Awalnya, tanah garapan hanya diartikan sebagai 
pengusahaan atau pengolahan tanah negara oleh individu atau 
kelompok secara tidak sah. Belakangan, pengertian tanah garapan 
oleh peraturan perundangan diperluas. Untuk membuktikannya, mari 
kita lihat pengertian menurut Surat Kepala BPN perihal Keputusan 
Kepala BPN No. 2 tahun 2003, tertanggal 28 Agustus 2003. Menurut 
keputusan ini tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau 
belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan 
oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang 
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berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Pengertian ini 
berbeda dengan pengertian sebelumnya karena alasan-alasan berikut 
ini: (i) penggarapan bisa dilakukan baik di atas tanah negara maupun 
di atas tanah hak; (ii) penggarapan bisa dilakukan dengan atau tanpa 
izin; (dan iii) penggarapan bisa dengan atau tanpa jangka waktu.23 
 
D. Sejarah Danau Tempe 
Danau Tempe merupakan danau yang terletak di bagian 
Barat Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan 
Tempe, sekitar 7 km dari Kota Sengkang menuju tepi Sungai 
Walanae. Danau Tempe yang luasnya sekitar 13.000 hektar ini 
memiliki spesies ikan air tawar yang jarang ditemui di tempat lain. Hal 
ini karena danau tersebut terletak di atas lempengan 
benua Australia dan Asia. Danau ini merupakan salah satu danau 
tektonik di Indonesia.24 
Terbentuknya Danau Tempe berasal dari proses geologis yang 
bersamaan dengan terbentuknya Sulawesi Selatan serta tiga danau 
lain yaitu Danau Sidenreng, Danau Taparang Lapompaka, Danau 
Labulang. Dilaporkan bahwa Stratigrafi di daerah tersebut berumur 
Miosen dan Holosen. Ketidakselarasan berbagai lapisan pada zaman 
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tersebut menunjukkan adanya pengangkatan sehingga 
mengakibatkan terjadinya patahan-patahan berarah kurang lebih 
Utara-Selatan dan memunculkan terban besar dan luas, terban 
Walennae. Terban ini memiliki relief rendah dibanding daerah 
sekitarnya hingga merupakan suatu cekungan sedimentasi. 
Danau Tempe menempati tiga wilayah kabupaten dengan tujuh 
kecamatan. Bagian danau terluas terletak pada Kabupaten Wajo yang 
terdiri empat kecamatan yaitu Tempe, Sabbangparu, Tanasitolo dan 
Belawa. Kabupaten Soppeng dua kecamatan yakni Kecamatan 
Marioriawa dan Donri Donri, dan bagian yang tersempit adalah 
Kabupaten Sidrap dengan satu kecamatan yaitu Kecamatan 
Pancalautan. Secara geografis Danau Tempe terletak antara 119053‟ 
- 120004‟ bujur timur dan 4003‟ – 4009‟ lintang selatan. Elevasi 
permukaan air danau bervariasi antara 3 m pada musim kemarau 
sampai kurang lebih 10 m di atas permukaan laut pada musim 
hujan.25 
Danau Tempe di masa lalu digambarkan sebagai jalur 
pelayaran. Pada saat itu, Danau Tempe menjadi poros dua jalur 
pelayaran strategis di Sulawesi Selatan, yaitu jalur yang 
menghubungkan Selat Makassar dengan Teluk Bone serta jalur Teluk 
Bone hingga hulu Sungai Walanae. Jalur pertama yaitu jalur pelayaran 
                                                             
25
“Sejarah Danau Tempe” diakses di http:danau-tempe.blogspot.com/ Tanggal 25 Januari 
2015 Pukul 18.12 WITA 
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dari Selat Makassar melalui Pare-Pare, Danau Sidenreng, Danau 
Tempe dan keluar ke Teluk Bone melalui Sungai Cenranae. 
Sedangkan jalur kedua yaitu dari Teluk Bone masuk melalui sungai 
Cenranae dan terus sampai hulu Sungai Walanae yang berada di 
daerah pegunungan Soppeng, Bone dan Maros. Kedua jalur ini 
menjadi jalur strategis pada masa itu karena belum adanya jalur darat 
yang menghubungkan tempat-tempat tersebut. Catatan sejarah ini 
diperkuat oleh adanya bukti fisik berupa jangkar besar yang ditemukan 
di dasar Danau Tempe. Jangkar yang tingginya kurang lebih dua 
meter tersebut sekarang dipajang di depan museum Saoraja 
Mallangga di Kota Sengkang. Penemuan tersebut menunjukkan 
bahwa kapal yang berlayar di Danau Tempe merupakan kapal-kapal 
besar sehingga memberikan gambaran bahwa Danau Tempe di masa 
lalu merupakan danau yang cukup dalam untuk dapat dilalui oleh 
kapal-kapal besar.26 
Danau Tempe sumber pendapatan paling penting untuk 
masyarakat lokal. Umumnya peluang mata pencaharian adalah 
perikanan, perkebunan dan peternakan. Danau Tempe adalah habitat 
lebih dari 40 jenis burung dan beberapa jenis tumbuhan air. Hal ini 
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mendukung keanekaragaman biologi yang sangat besar, bersama 
dengan aktivitas perikanan dan aktraksi parawisata. 
Danau Tempe adalah salah satu dari empat sub sistem Danau 
Tempe, yaitu sistem terdiri dari (i) DAS Bila dan Walanae, dengan 
karakter penebangan hutan, peladangan berpindah dan pertanian 
yang merusak, yang menyebabkan erosi penyebab dan pelumpuran 
yang meningkatkan perbedaan musim kering dan hujan; (ii) sungai 
Bila, Batu batu, Lawo, Bilokka dan Walanae yang ditandai oleh 
kurangnya alir, pelumpuran dan fluktuasi permukaan air; (iii) danau, 
yang terdiri dari tiga danau pada musim kemarau; Danau Tempe, 
Buaya dan Sidenreng. Pada musim hujan, total luas permukaan dapat 
mencapai 35,000 ha, sedangkan pada musim kering sekitar 1,000 ha. 
Sepanjang musim hujan 80 – 90 persen permukaan danau ditutupi 
oleh tanaman air; (iv) Sungai yang mengalir keluar yaitu Cenranae, 
karakternya sering terjadi banjir, kurangnya aliran air, pelumpuran 
danau Tempe berada dalam kondisi tekanan pelumpuran, perluasan 
tumbuhan air, tekanan penangkapan ikan yang tinggi, pengaruh 
herbisida dan pestisida serta percepatan eutrifikasi. Wilayah 
tangkapan hutan dan tanah pertanian tidak tertata yang 
mengakibatkan erosi. Kemiskinan menjadi faktor utama yang 
dipertimbangkan dalam pembangunan DAS pada sistem danau. 
Program perbaikan seperti rehabilitasi dan pengelolaan terintegrasi 
harus dilakukan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah prinsip 
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dasar dari pembangunan regional di bawah koordinasi pemerintah 
provinsi, termasuk azas kesamaan ekonomi, sosial, psikologikal dan 
dimensi lingkungan. 
Danau Tempe adalah suatu sistem dari tiga danau alam yaitu 
Danau Tempe, Danau Sidenreng dan Danau Buaya. Terdapat 
akumulasi sedimentasi secara terus menerus, dan danau-danau ini 
semakin dangkal dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh input 
bahan organik dari massa yang besar tumbuhan perairan yang telah 
menutupi area danau. Meningkatnya populasi masyarakat di wilayah 
DAS Danau Tempe menyebabkan bahaya besar bagi daratan, 
mengakibatkan banyak wilayah menjadi tanah pertanian dan 
mengalami deforestrasi. Intesnifikasi pertanian menyebabkan 
masuknya penyubur tanah dan herbisida masuk ke danau yang 
mempertinggi pertumbuhan tanaman air. Wilayah sungai pengendali 
banjir dan pengairan juga menjadi lahan pertanian. 
Danau Tempe, termasuk Danau Sidenreng dan Buaya 
membentuk ekosistem perairan yang kaya bagi masyarakat yang 
tinggal di wilayah tersebut. Danau tersebut adalah suatu kondisi 
lingkungan yang bermasalah akibat pergantian intervensi proses alam 
dan manusia. Sebagai ekosistem yang memberikan manfaat menjadi 
sumber konflik kepentingan. Hal ini menjadi perhatian seiring dengan 
meningkatnya aktivitas sekitar danau. Untuk menjaga manfaat secara 
berkelanjutan, diperlukan pengelolaan yang terintegrasi dan teratur. 
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Danau Tempe merupakan daerah tangkapan (catchement 
area) dari Sungai Bila dan Sungai Walanae yang terbentuk dari 
Sungai Boya, Lancirang dan Kalola yang masuk dari sebelah utara ke 
danau. Sungai Walanae masuk danau dari selatan terbentuk dari 
Sungai Langkeme, Belo, Mario, Menlareng dan Sanrego. Tiga sungai 
kecil mengalir secara langsung ke dalam danau, yaitu Lawo, Batu batu 
dan Biloka. Pada elevasi 6 meter di atas permukaan laut, Danau 
Tempe terpisah dari Danau Buaya dan Danau Sidenreng tetapi pada 
musim hujan (Februari – Mei); danau ini bersatu ke dalam suatu 
Danau Tempe Besar yang mencakup sekitar 30,000 hektar. 
Sepanjang periode yang kering (Juli – Desember), danau menyusut 
lagi menjadi 10,000 hektar atau pada musim kemarau panjang, 
bahkan sampai 1,000 – 5,000 hektar.27 
E. Tanah Koti 
  Sebelum membahas mengenai defenisi tanah koti, terlebih 
dahulu dibahas mengenai pengertian tanah menurut beberapa 
sumber. 
Yang dimaksud dengan Tanah,sesuai dengan pasal 4 ayat 1 
UUPA, adalah Permukaan Bumi yang dalam penggunaanya sesuai 
dengan pasal 4 ayat 2 UUPA, yang meliputi tubuh bumi, air dan ruang 
angkasa yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan 
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langsung berhubungandengan penggunaan tanah dalam batas-batas 
menurut UUPA, dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih 
tinggi.28 
Awal istilah TANAH yang ada pada UUPA (Undang – Undang 
No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang 
biasanya disebut Undang-Undang Pokok agraria atau UUPA) sama 
dengan PERMUKAAN BUMI atau sama artinya dengan tanah yang 
dimaksud dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya yaitu “tanah airku” 
bukan “lahan airku”. Dan sekarang telah berkembang berbagai istilah 
yang mencoba membedakan tanah dan lahan, katanya hanya karena 
karena ingin mengindonesiakan istilah asing antara “Land(=lahan)” 
dan “Soil (=tanah)” atau ada udang dibalik rebutan kewenangan 
sebagaimana tanah adalah subsistem dari ruang berdasarkan apa 
yang didefinisikan menurut Undang-Undang Penataan Ruang.29 
Pengertian ”tanah” meliputi permukaan bumi yang ada di 
daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air 
laut.30 
Sedangkan Pengertian tanah ditinjau dari segi geologis-
agronomis, Tanah adalah lapisan lepas permukaan bumi yang paling 
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Aminuddin salle dkk, 2010. Hukum Agraria, ASPublising, makassar. Hlm 3 
 
29
 “Pengertian tanah” diakses di http://pertanahan99.blogspot.com/2010/09/pengertian-
tanah-sebagai-pengetahuan.htmlTanggal 30 Januari 2015 Pukul 18.12 WITA 
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Ali Achmad Chomzah, 2002. Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka. Hlm 111 
 
42 
atas. Dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan disebut tanah 
garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian dan tanah perkebunan. 
Sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan disebut 
tanah bangunan.31 
Tanah diberikan dan dimiliki  oleh orang dengan hak-hak yang 
disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk 
digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyai tanah 
dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaanya 
terbatas hanya pada tanah sebagai pemukiman saja.32 
Tanah yang berada di kawasan Danau Tempe dikenal dengan 
sebutan Tanah Koti’/Tanah telleng/Tanah tonrong tetapi nama yang 
lebih dikenal sering digunakan masyarakat yaitu tanah koti, menurut  
PERDA Kabupaten Wajo No. 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan 
Sumber Daya Perikanan pengertian tanah koti/tanah tonrong/tanah 
telleng ialah daerah danau/pinggir danau yang bila musim penghujan 
(air naik) digenangi air sedang dimusim kemarau kering,dan tanahnya 
ditanami dengan palawija (disebut juga tanah koti atau tanah 
tonrong). Nama tanah koti’ ini diberikan  karena dulunya cara 
pembagian pemanfaatan tanah tersebut dengan melottre atau 
undian dengan sebelumnya memberikan nomor setiap lahan dan 
                                                             
31
Y.W Sunindhia, dan Ninik Widiyanti. Pembaharuan Hukum Agraria. Bina Aksara. 
Jakarta. 1988. Hlm 8.   
32
Hambali Thalib. Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan. Prenada Media. 
Jakarta. 2009. Hlm 26.   
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masyarakat dipersilahkan untuk mengambil nomor dengan cara “koti’” 
(mengambil dalam sebuah wadah lotre). Mulai saat itulah disebut 
tanah di pinggiran danau tempe sebagai tanah koti’ , namun 
tanah koti’ ini memiliki tingkatan yang disebut dengan tanah Langga 
satu, tanah langga dua, tanah langga tiga dan seterusnya. Dan 
peraturan mengenai tingkatan langga ini diatur di PERDA Kabupaten 
Wajo Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah. Tanah langga satu yaitu tanah yang berada lebih tinggi dari 
tanah langga dua dan tiga yang jauh dari air danau, tanah langga tiga 
diperuntukkan kepada bangsawan atau orang yang memiliki peran 
kepada masyarakat. Pembagian tanah ini sudah ada sejak dari dulu 
yang turun temurun diwariskan kepada keluarganya. Ada perbedaan 
tanah setiap langganya (tingkatnya), selain tanahnya jauh dari daerah 
air danau tanah langga satu juga lebih subur daripada tanah yang 
berada dilangga dua dan tiga.  Peruntukan tanah ini memang dikelola 
oleh masyarakat sekitar danau yang tujuannya untuk kemakmuran 
rakyat. 
Tanah koti’  berasal dari dua kata yaitu tanah dan koti’, tanah 
diartikan sebagai tanah dan koti’ ‟dalam bahasa bugis artinya diundi. 
Jadi tanah koti’  yaitu tanah yang dikelola oleh masyarakat dengan 
cara diundi. 
Tanah ini ada sejak zaman kerajaan di Wajo, dimana 
masyarakat yang berada di kawasan tanah kerajaan yang tidak 
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dimanfaatkan itu kemudian dikelola dengan izin dari raja. Yang 
termasuk Tanah koti’‟ yakni lahan yang tidak dilekati hak seperti rawa-
rawa, pinggiran sungai dan danau yang diberikan hak pengelolaan 
untuk dimanfaatkan. Sejarah Tanah koti’ di danau tempe awalnya 
adalah tanah “tawa sure’” artinya tanah yang diberikan izin 
pengelolaan oleh raja untuk rakyat yang bertempat tinggal di kawasan 
danau tempe dengan mendaftarkan diri sebagai penduduk asli 
kawasan tersebut. pembagian ini didasarkan pada faktor pendapatan 
masyarakat yang rendah di kawasan danau tempe pada musim 
kemarau. 
Tanah sure‟ ini dikelola secara turun temurun oleh masyarakat 
tanpa ada retribusi yang dikenakan saat itu. Namun sekitar tahun 
1960-an, tanah ini mulai dilakukan perubahan oleh pemerintah yang 
saat itu sudah tidak lagi menjalankan sistem kerajaan. Perubahan 
pengelolaan ini dilakukan dengan cara makkoti’‟ atau dalam bahasa 
indonesia adalah diundi. Sistem pengundiannya dengan cara sebelum 
diundi, lahan yang berada dikawasan danau di bagi perpetaknya dan 
tingkatannya. Luas kira kira perpetak 8-10 meter persegi setiap kepala 
keluarga. Perubahan ini dilakukan karena semakin bertambahnya 
penduduk di kawasan danau tersebut. Adapun masa pengelolaannya 
hanya sampai 2 tahun dan kemudian diundi kembali secara acak. 
Tujuan dari pengundian ini adalah agar semua masyarakat kawasan 
danau dapat memanfaatkan dan mengelola lahan pertanian yang ada. 
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Adapun lahan menurut tingkatannya yaitu Langga I (tingkatan 
pertama) berada di daerah yang tidak rawan tenggelam, artinya 
berada di daerah dataran tinggi yaitu pinggir sungai. Langga II dan III 
berada di bawah langga I yang daerah datarannya lebih rendah dari 
langga I, sampai seterusnya yang rawan tenggelam dimusim banjir. 
Tanah sure‟ ini tidak semua adalah tanah koti’. Tanah tawa 
sure‟ terbagi tiga yaitu: 
1. Tanah adat yang dihibahkan atau yang dihadiahkan oleh raja 
kepada pejabatnya atau rakyatnya yang kemudian penguasaannya 
turun temurun. 
2. Tanah koti’ yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyatnya 
namun hanya memiliki hak pemanfaatan saja. 
3. Tanah penukaran, yaitu tanah yang ditukarkan kepada masyarakat 
karena tanahnya diambil oleh pemerintah untuk kepentingan 
umum. 
Setelah tahun 1970an, tanah tersebut ada yang telah 
didaftarkan seperti tanah hibah dan tanah penukaran. Namun ada 
pula tanah koti’ yang kemudian didaftarkan di kantor pajak untuk 
pembayaran.
33
 
 
                                                             
33 “Tanah koti” diakses di http://mekarbmw.blogspot.com/2011/10/status-
penguasaan-dan-pemanfaatan-tanah.htmlTanggal 31 Januari 2015 Pukul 19.17 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di daerah pinggiran Danau Tempe 
Kabupaten Wajo, tepatnya di Desa Pallima‟e Kecamatan 
Sabbangparu. Dasar pertimbangan sehingga memilih desa tersebut 
sebagai lokasi penelitian karena desa tersebut merupakan desa 
terdekat dengan danau tempe yang terdapat tanah koti yang digarap 
oleh masyarakat lokal. 
B. Populasi dan Sampel  
Populasi adalah keseluruhan yang menjadi target kajian 
penelitian, yaitu tanah koti yang terdapat di bagian Danau Tempe, 
yang tersebar di tiga (3) kecamatan yaitu Kecamatan Sabbangparu, 
Kecamatan Tempe dan Kecamatan Maniangpajo. Tetapi penulis 
hanya mengambil kecamatan Sabbangparu sebagai salah satu yang 
mewakili ketiga kecamatan lain. 
Pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling 
terhadap penggarap tanah koti . Adapun sampel dalam penelitian ini 
terdiri dari 10 penggarap tanah koti, yaitu 5 orang penggarap tetap 
(masyarakat lokal)  dan 5 orang penggarap pendatang (masyarakat 
pendatang) Sedangkan sebagai narasumber yaitu Dinas Kelautan 
Dan Perikanan Kabupaten Wajo, Dinas Tata Ruang Kabupaten Wajo, 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten wajo, Badan Pertanahan 
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Nasional Kabupaten Wajo, Camat Sabbangparu, Kepala Desa 
Pallima‟e. 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Pengumpulan data primer diperoleh dengan cara langsung dari 
responden di lapangan melalui wawancara langsung dan pemberian 
kusioner kepada pihak responden yang terkait dengan permasalahan 
yang ada dalam tulisan ini. Selain itu dilakukan dengan pengumpulan 
data sekunder yang diperoleh dengan melalui pengkajian informasi 
tertulis yang berasal dari sumber yang relevan dengan materi 
penelitian. 
D. Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas 2 macam yaitu:  
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden di 
lapangan melalui kegiatan wawancara langsung yang terdiri dari 
masyarakat yang mengarap, menggunakan serta mengolah tanah 
koti.  
2. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai bahan 
pustaka yang relevan dan instansi terkait dengan objek yang diteliti 
antara lain Kantor Badan Pertanahan, Kantor Bupati, Kantor Dinas 
Terkait, Kantor Kecamatan maupun Kantor Desa.  
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E. Teknik Analisis Data  
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis 
kemudian disajikan dalam bentuk kualitatif dengan penarikan 
kesimpulan secara induktif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1) Keadaan Wilayah 
Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten Sulawesi 
Selatan dan secara geografis terletak pada koordinat 3º39′ sampai 
4º16‟ Lintang Selatan dan 119º53‟ sampai 120º27‟ Bujur Timur. Batas 
Wilayah Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:  
 Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu  
 Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone  
 Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan 
Kabupaten Bone.  
 Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sidrap (Sidenreng- 
Rappang).  
Kabupaten Wajo berada sekitar 242 km dari Kota Makassar 
(Ibukota Sulawesi Selatan) dengan jarak tempuh sekitar 4 jam 
menggunakan mobil. Luas wilayah 2. 506, 19 km (4,01% dari luas 
wilayah Sulawesi Selatan). Berada pada ketinggian 0 hingga 500 meter 
di atas permukaan laut, dihuni sekitar 400. 000 jiwa dan secara 
administratif, wilayah tersebut terdiri dari 14 kecamatan antara lain: 
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Tabel.1 
Daftar Kecamatan Wilayah Kabupaten Wajo 
No Daftar Kecamatan Wilayah Kabupaten Wajo 
1 Kecamatan Sabbangparu 8 Kecamatan Tanasitolo 
2 Kecamatan Tempe 9 Kecamatan Belawa 
3 Kecamatan Pammana 10 Kecamatan Maniangpajo 
4 Kecamatan Bola 11 Kecamatan Keera 
5 Kecamatan Takkallala 12 Kecamatan Pitumpanua 
6 Kecamatan Sajoanging 13 Kecamatan Penrang 
7 Kecamatan Majauleng 14 Kecamatan Gilireng 
 
Sumber : Data primer 2015 
 
Di Kabupaten wajo terdapat sebuah Danau yang terkenal 
dengan nama Danau Tempe, nama Danau Tempe sendiri diberikan 
bukan karena menjadi danau penghasil tempe, tetapi Danau Tempe 
diambil dari kata Timpe yang berarti sawah. Hal ini dikarenakan lokasi 
disekitar danau dikelilingi dengan persawahan yang subur.  
Secara geografis Danau Tempe terletak antara 119053‟ - 
120004‟ bujur timur dan 4003‟ – 4009‟ lintang selatan, yang terletak di 
bagian Barat  Kabupaten Wajo dan terbentang di empat kecamatan 
yaitu Tempe, Sabbangparu, Tanasitolo dan Belawa. Luas Danau 
Tempe pada saat musim Banjir ± 40.000 hektar, pada saat keadaan air 
normal ± 30.000 hektar, dan pada saat musim kemarau akan mencapai 
debit air ± 1000 hektar. (Sumber : Data Dinas Perikanan Dan Kelautan 
Kabupaten Wajo 2014). 
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Salah satu bentuk peran pemerintah Kabupaten Wajo untuk 
menjaga kelestarian Danau Tempe yaitu pengadaan Bendungan air 
yang ada di jalur pembuangan menuju Teluk Bone yaitu di kawasan 
sungai Tampangeng yang bertujuan untuk menjaga debit air di Danau 
Tempe pada saat musim kemarau tetap stabil. 
Menurut Ir.Andi Aso Ashari., M.Si Sekretaris Dinas Tata Ruang 
Dan Permukiman Kabupaten Wajo34 bahwa kawasan Danau Tempe 
berhubungan langsung dengan Beberapa Daerah di kabupaten wajo 
yang di lalui oleh sungai yang mengarah ke Teluk Bone sebagai salah 
satu aliran pembuangan air dari Danau Tempe. Diantaranya seperti  
Daerah ulugalung yang merupakan kawasan resapan air luapan Danau 
Tempe pada musim banjir (hujan), kemudian kawasan daerah 
Tampangeng merupakan alur/jalur aliran air yang berasal dari Danau 
Tempe menuju Teluk Bone. 
2) Keadaan Penduduk 
Berdasarkan data statistik Kabupaten Wajo tahun 2014, 
tercatat bahwa daerah ini telah didiami oleh 389. 552 jiwa dengan 
rincian 186. 200 laki-laki dan 203. 352 perempuan, seluruhnya tersebar 
di 14 kecamatan dengan kepadatan penduduk 155 jiwa/Km2. 
(bkpm.go.id). Mata pencaharian penduduk Kabupaten Wajo didominasi 
oleh sektor perikanan dan pertanian oleh karena itu tanah sangat 
penting dalam pemenuhan kebutuhan demi kelangsungan hidupnya. 
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52 
Dengan adanya Danau Tempe yang berfungsi ganda sebagai tempat 
mata pencaharian yaitu tempat mencari ikan pada musim hujan dan 
normal serta tempat penanaman palawija di musim kemarau, maka 
masyarakat yang bermukim di daerah pesisir Danau Tempe memiliki 
adat yang kuat dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan tanah daerah 
pesisir danau. Hal ini tercermin dari kegiatan yang dilakukan 
masyarakat berupa maccera tappareng sebagai wujud rasa syukur atas 
karunia berupa hasil ikan yang melimpah dan hasil pertanian yang 
melimpah pula. Aktivitas budaya tersebut sudah dilakukan secara turun 
temurun.  
3) Identitas Responden 
Berdasarkan data yang diperoleh dengan melakukan observasi 
langsung di lapangan dapat diketahui identitas responden meliputi umur 
dan tingkat pendidikan yang berjumlah 10 orang. Adapun identitas 
responden adalah sebagai berikut: 
Tabel.2 
Tingkat Umur Responden 
No Tingkat 
Umur 
Masyarakat 
lokal 
Masyarakat 
Pendatang 
Presentase 
1 <19 - - - 
2 20-29 - - - 
3 30-39 1 1 20% 
4 40-49 4 2 60% 
5 50-59 1 - 10% 
6 >60 1 - 10% 
 Jumlah 7 3 100% 
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Sumber : Data primer 2015 
Berdasarkan pada data yang diolah pada tabel 2 diatas, dapat 
dilihat bahwa tingkat umur responden masyarakat penggarap tanah koti 
mayoritas di dominasi usia 40-49 tahun yakni sebanyak 4 orang dari 
masyarakat lokal dan 2 orang dari masyarakat pendatang atau kalau di 
presentasikan sebanyak 60% berada pada rentang umur tersebut. 
Kondisi ini menggambarkan bahwa orang-orang yang menggarap dan 
mengelolah tanah koti pada umumnya berada pada tingkat usia 40-49 
sehingga dianggap masih sangat produktif dalam mengelola tanah koti  
tersebut. Hal ini yang menjadi dasar bahwa masih tingginya harapan 
masyarakat di bidang pertanian dengan pengelolaan dan penggarapan 
tanah koti oleh masyarakat yang masih aktif dan produktif. 
Dari tabel tersebut pula dapat disimpulkan bahwa penggarapan 
tanah koti memberikan kesempatan baik untuk masyarakat lokal 
maupun masyarakat pendatang dibuktikan dengan presentasi 70% 
untuk masyarakat lokal dan 30% untuk masyarakat pendatang. Hanya 
saja masyarakat lokal lebih diproritaskan dibandingkan dengan 
masyarakat pendatang. Menurut Umar Dadi, Sekretaris Desa 
Pallimae35 bahwa yang bisa menggarap tanah Koti adalah warga 
masyarakat desa pallimae dan apabila semua masyarakat desa 
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pallimae telah diberikan kesempatan untuk menggarap dan ternyata 
masih ada lahan yang kosong, maka dibuka kesempatan untuk orang 
dari luar Desa Pallimae untuk menggarap tanah koti tersebut. 
Tabel. 3 
Tingkat Pendidikan Responden 
No Tingkat 
Pendidikan 
Masyarakat 
Lokal 
Masyarakat 
Pendatang 
Presentase 
1 Tidak Sekolah - 1 10% 
2 SD 6 2 80% 
3 SMP 1 - 10% 
4 SMA - - - 
 Jumlah 7 3 100% 
 
Sumber : Data Primer 2015 
 
Berdasarkan data yang telah diolah pada tabel 2 diatas, 
menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang menggarap 
tanah koti yang dijadikan responden mempunyai tingkat pendidikan 
yang sangat rendah, dari 10 responden sebanyak 8 orang atau 80% 
hanya mengenyam bangku sekolah sampai tingkat SD. Rendahnya 
tingkat pendidikan masyarakat yang menggarap tanah koti menjadi 
faktor utama yang menyebabkan pemahaman dan pengetahuan yang 
kurang tentang aturan-aturan pertanahan, mereka hanya berbegang 
teguh terhadap aturan adat yang masih ada tetapi itu telah terkikis 
seiring perkembangan zaman dan kebutuhan akan tanah terus 
meningkat sehingga rentan akan perselisihan dan konflik. 
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B. Pengaturan Tanah Koti 
1) Proses terjadinya Tanah Koti 
Danau  Tempe merupakan danau yang berada di daerah 
territorial Kabupaten Wajo, danau ini juga salah satu potensi alam 
yang sangat besar manfaatnya untuk kehidupan masyarakat yang 
berada disekitarnya. Potensi tersebut berpengaruh terhadap 
masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dalam 
hal ini kekayaan ikan yang melimpah (musim banjir dan pada saat 
debit air danau dalam keadaan normal) dan juga berpengaruh 
terhadap masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani 
(musim kemarau). Sepanjang daerah pesisir danau terus-menerus 
terjadi pendangkalan atau sedimentasi yang disebabkan oleh 
beberapa faktor. Menurut Wahyuddin., S.E. Staf Pengawasan Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wajo (Wawancara 4 Mei 2015) 
Pendangkalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 
a) Akibat banjir kiriman yang membawa lumpur dan sampah 
dari beberapa kabupaten tetangga (Sidrap, Soppeng, Barru, Penrang, 
Enrekang dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan sungai 
yang mengarah ke Danau Tempe). 
b) Adanya tumbuhan air yaitu Enceng Gondok yang sangat 
aktif mengakibatkan penyerapan lumpur yang terbawa oleh air kiriman 
karena encek gondok merupakan tumbuhan yang berakar serabut dan 
aktif menyerap lumpur. 
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Akibat pendangkalan yang sangat besar pada permukaan 
danau setiap tahunnya maka daerah endapan lumpur yang berada 
dipinggiran danau inilah yang dinamakan tanah koti/ tanah telleng/ 
tanah tonrong yang merupakan Tanah Negara karena masih 
merupakan kawasan Danau Tempe sehingga tidak dibenarkan 
adanya kepemilikan hak milik atas perseorangan di kawasan Danau 
Tempe. Dulunya kawasan tanah koti itu tidak ada karena semuanya 
tertutupi oleh air dan Danau Tempe termasuk salah satu danau yang 
sangat dalam. Meskipun pergantian musim terus terjadi dari musim 
hujan ke musim kemarau maka volumet air Danau Tempe tetap dalam 
kondisi normal dan jarang terjadi banjir karena volume air pada saat 
musim hujan dapat ditampung oleh Danau Tempe. Tetapi akibat 
kerusakan lingkungan dan kurangnya pelestarian alam 
mengakibatkan Danau Tempe tiap tahunnya mengalami sedimentasi, 
akhirnya karena terus-menerus mengalami sedimentasi maka sulit 
untuk menentukan dan membedakan batas pinggiran Danau atau 
batas ketinggian air pada saat pasang karena Danau Tempe Hampir 
menjadi hamparan  tanah lapang (inilah yang dikenal masyarakat 
sebagai tanah koti/ tanah telleng/ tanah tonrong) pada Saat musim 
kemarau dan jika musim hujan datang maka volume air Danau Tempe 
dapat dipastikan akan meluap dan mengakibatkan banjir karena 
sudah terlalu dangkalnya dasar permukaan danau. 
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Menurut Drs. Andi Ismirar Sentosa., M.Si. Camat 
Sabbangparu36 bahwa pemberian nama-nama/istilah-istilah terhadap 
tanah yang berada di pinggiran danau tempe itu berdasarkan istilah 
dalam bahasa bugis, antara lain: 
a) Tanah Koti, yaitu istilah „Koti‟ dalam bahasa bugis berarti 
„mengambil‟ sehingga arti dari tanah koti adalah mengambil tanah 
yang berada di pinggiran danau tempe dengan cara undian sehingga 
penentuan lokasi untuk penggarap tanah koti tidak dapat dipastikan 
(sesuai nomor urut yang didapat pada saat pengundian). 
b) Tanah telleng, yaitu istilah „telleng‟ dalam bahasa bugis 
berarti „tenggelam‟ sehingga arti dari tanah telleng adalah tanah yang 
tenggelam pada saat musim banjir (dalam hal ini tanah koti yang 
tenggelam). 
c) Tanah tonrong, yaitu istilah „tonrong‟ dalam bahasa bugis 
berarti „tidak tenggelam‟ sehingga arti dari tanah tonrong adalah tanah 
yang tidak tenggelam (tanah yang tidak tenggelam inilah yang di koti 
atau disebut juga tanah koti. 
2) Bentuk Pengaturan Tanah Koti 
Tanah koti yang merupakan tanah yang berada dikawasan 
Danau Tempe memang sudah menjadi salah satu jenis tanah daratan 
baru akibat pendangkalan Danau yang terus-menerus yang dapat 
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dimanfaatkan sebagai lahan potensial untuk dijadikan sebagai lahan 
produktif dalam bidang pertanian palawija walaupun sebenarnya 
memiliki potensi untuk tergenang air yang sangat besar karena berada 
pada kawasan Danau Tempe. Tanah ini terbentang dari bagian yang 
paling dalam (dihitung dari pinggiran Danau yang berair)  sampai 
dengan bagian yang paling dangkal atau bagian yang berdekatan/ 
berbatasan langsung dengan lahan pertanian masyarakat (tanah yang 
bersertifikat).  
Luas dan batas tanah koti belum diatur dalam peraturan 
pemerintah, ini bukannya tanpa alasan. Ini disebabkan karena setiap 
tahunnya luas tanah koti selalu berubah tergantung kondisi volume air 
Danau Tempe. Jika musim kemarau datang, maka luas tanah koti yang 
bisa digarap akan bertambah dibanding pada saat kondisi air danau 
normal. Dan jika musim hujan datang (banjir) maka tanah koti dianggap 
tidak ada. 
Menurut Wahyuddin., S.E staf pengawasan Dinas kelautan dan 
perikanan kabupaten wajo37 bahwa di kawasan Danau Tempe terdapat 
2 aturan Pemerintah Daerah (Perda) yang berlaku), yaitu: 
a. Aturan pada saat air Danau naik (peningkatan volume air 
danau pada saat musim banjir) maka berlaku Perda Kabupaten Wajo 
No. 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, dan; 
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b. Aturan pada saat air Danau surut  (penurunan volume air 
danau pada saat musim kemarau) maka berlaku Perda Kabupaten 
Wajo No. 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah. 
Jadi sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur tentang 
kawasan Danau Tempe tanah. Untuk aturan masalah tanah koti di 
kedua Perda tersebut memang  sudah mengatur, tetapi Perda 
Kabupaten Wajo No. 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumber Daya 
Perikanan hanya mengatur tentang pengertian tanah koti yaitu tanah-
tanah telleng ialah daerah danau/pinggir danau yang bila musim 
penghujan (air naik) digenangi air sedang di musim kemarau kering, 
dan tanahnya ditanami dengan palawija (disebut juga tanah koti atau 
tanah tonrong), sedangkan Perda Kabupaten Wajo No. 9 Tahun 2013 
Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah hanya mengatur 
tentang tarif retribusi. Yaitu, 
Pasal 10 
 Tarif Retribusi Tanah Koti sebesar : 
 Langga I  : sebesar Rp. 60.000,-/Ha/Tahun 
 Langga II  : sebesar Rp. 30.000,-/Ha/Tahun 
 Langga III  : sebesar Rp. 20.000,-/Ha/Tahun 
 Langga IV  : sebesar Rp. 15.000,-/Ha/Tahun 
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 Kedua aturan masalah tanah koti di Perda tersebut belum bisa 
dianggap telah memenuhi semua aturan masalah tanah koti karena 
selain belum mengatur tentang status hukum, letak, batas, dan luas 
juga kedua perda tersebut dianggap tidak tepat mengatur masalah 
tanah. Jadi diperlukan adanya sikronisasi aturan dan penempatan 
aturan yang tepat pula mengenai tanah koti dari pihak pemerintah, 
serta kedepannya harus ada aturan Pemerintah Daerah (Perda) khusus 
yang mengatur semua hal-hal masalah tanah koti supaya tidak 
menimbulkan kesalahpahaman atau ketidakpastian hukum baik antara 
masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan 
pemerintah. 
 
Selain dua Perda yang mengatur tentang tanah koti, aturan lain 
yang sebenarnya masih sangat kuat dan di pegang teguh oleh 
masyarakat setempat yaitu Hukum kebiasaan masyarakat meskipun 
eksistensi masyarakat hukum adat sudah tidak ada lagi tapi aturan 
kebiasaan ini masih dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal. Salah 
satu Hukum kebiasaan ialah aturan „makkoti tana’ yang dalam bahasa 
indonesia berarti mengambil tanah dengan cara arisan/lotre. Lokasi 
tanah koti itu diberi nomor (langga) kemudian masyarakat di daftar (baik 
masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang) dan diberikan 
kesempatan untuk mengambil 1 nomor di dalam wadah pelotrean 
(arisan) per kepala keluarga yang terdiri dari langga I, II, III, dan IV, 
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untuk luas tanah koti yang bisa digarap per orang/per kepala keluarga 
yaitu 0,30-1 hektar, tetapi batasan luas ini tidak menentu. Bisa lebih 
atau kurang dari batasan yang diberikan, tergantung volume air Danau 
Tempe. kemudian nomor yang diperoleh dari hasil makkoti  secara 
otomatis juga menjadi nomor lokasi (langga) tanah koti yang diperoleh 
untuk digarap sehingga lokasi langga yang diperoleh masyarakat tidak 
menentu. Penentuan langga diukur dari daerah yang paling jauh 
dengan pinggiran danau dan potensi untuk kena banjir lebih lama 
(langga I) sampai yang paling dekat dengan pinggiran danau dan 
potensi untuk kena banjir lebih cepat (langga IV). Kegiatan ini dipimpin 
langsung oleh macoa tani yang dalam bahasa indonesia berarti petani 
yang dituakan, Macoa tani ini dipilih secara musyawarah sehingga 
dianggap bisa berlaku adil. Karena jika aturan langga ini tidak diatur 
secara seksama maka bisa menimbulkan konflik antar masyarakat 
karena pasti setiap orang menginginkan langga I dibandingkan langga-
langga dibawahnya.  
Untuk jangka waktu hak menggarap adalah per musim tanam 
yaitu setelah pemanenan palawija maka hak untuk menggarap 
dianggap berakhir begitupun lokasi garapannya juga dianggap berakhir 
dan untuk mendapat hak garap baru maka harus mengikuti kegiatan 
makkoti kembali pada musim selanjutnya. 
Kegiatan „Makkoti‟ ini dilaksanakan setiap musim kemarau 
pertahun, tetapi sekarang kegiatan tersebut sudah jarang dilakukan 
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karena beberapa faktor diantaranya kecemburuan sosial dan 
berkurangnya lokasi tanah koti. Kecemburuan sosial ini disebabkan 
karena adanya masyarakat yang memiliki surat pajak bumi dan 
bangunan atas tanah koti dan ada pula masyarakat yang tidak 
mempunyai surat pajak bumi dan bangunan atas tanah koti. 
Masyarakat yang mempunyai surat pajak bumi dan bangunan tidak 
mau lagi lokasi tanah koti nya untuk diikut sertakan dalam kegiatan 
„Makkoti tana’ karena menganggap bahwa lokasi tanah koti  tersebut 
sudah menjadi haknya dan hanya perlu membayar pajak serta nantinya 
bisa diajukan sebagai hak milik. Sementara di pihak lain, masyarakat 
yang tidak memiliki surat pajak bumi dan bangunan merasa cemburu 
karena rata-rata lokasi tanah koti yang memiliki surat pajak bumi dan 
bangunan adalah langga I yang potensi untuk tergenang banjir lebih 
lama sementara lokasi yang masih dapat dikoti yaitu lokasi yang berada 
lebih dekat dengan danau sehingga potensi untuk tergenang banjir 
lebih cepat. Inilah menjadi salah satu faktor semakin berkurangnya 
minat masyarakat untuk melakukan kegiatan „makkoti’ karena merasa 
ketidakadilan dan dapat memicu perselisihan antar warga masyarakat.  
Dikeluarkannya surat Pajak Bumi dan Bangunan ini sebenarnya 
sudah menyalahi aturan kebiasaan masyarakat yang dipegang teguh 
selama ini. Tetapi di sisi lain, Pihak yang memiliki surat Pajak Bumi dan 
Bangunan berdalih bahwa kepemilikan surat tersebut tidak menyalahi 
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aturan pemerintah, dan juga pemerintah sendiri belum mengatur 
masalah tanah koti secara spesifik. 
Untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai eksistensi 
kegiatan „makkoti’ berikut tabel hasil pemberian kosioner kepada 
masyarakat penggarap tanah koti. 
Tabel. 4 
 Eksistensi kegiatan Makkoti 
No Kegiatan 
Makkoti 
Masyarakat 
lokal 
Masyarakat 
Pendatang 
Presentase 
1 Dipertahankan 4 5 90% 
2 Dihentikan 1 - 10% 
 Jumlah 5 5 100% 
 
Sumber : Data Primer 2015 
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa harapan masyarakat 
untuk dipertahankannya kegiatan makkoti ini terus dilaksanakan sangat 
besar, dibuktikan dengan 9 dari 10 responden (90%) mengingikan 
untuk dipertahankan dan hanya 1 orang saja (10%) yang menginginkan 
untuk dihentikan.   
Menurut Drs. Andi Ismirar Sentosa., M.Si. Camat 
Sabbangparu38 luas tanah koti yang ada di kecamatan sabbangparu 
yaitu ± 1500 hektar, tetapi batasan luas itu bisa kurang pada saat 
musim hujan dan bisa bertambah pada musim kemarau. Tidak ada 
proses dikantor kecamatan dalam hal persyaratan menggarap tanah 
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koti. Proses dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintahan 
desa masing-masing. 
 
C. Status Hak Tanah Koti 
Masalah status dari tanah koti ini dikategorikan sebagai salah 
satu jenis tanah timbul dilihat dari letaknya yang berada di tepat di 
pesisir Danau Tempe dan proses terjadinya yang secara alamiah. Jika 
mengarah ke perundang-undangan yang berlaku .  Menurut Bustam, 
S.H., M.M Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Wajo39 bahwa tanah 
koti  yang digarap oleh warga saat ini merupakan tanah negara karena 
berada di kawasan Danau Tempe yang dulunya semua kawasan tanah 
koti itu merupakan kawasan Danau Tempe yang tergenang hanya 
karena adanya pendangkalan sehingga tanah tersebut muncul. 
Masyarakat hanya diberikan hak untuk menggarap yang bersifat 
pemanfaatan saja dan bukan untuk dimiliki atas perseorangan. Untuk 
masyarakat yang memiliki surat Pajak Bumi dan Bangunan atas lokasi 
tanah koti itu bukan bukti kepemilikan atas tanah koti. BPN juga 
menghimbau seluruh aparat pemerintah yang di daerahnya terdapat 
tanah koti untuk tidak mengeluarkan surat izin berupa alas hak baru 
bagi warga yang mengusahakan tanah koti dalam kawasan tertentu 
seperti surat Pajak Bumi Bangunan yang baru atas wilayah tanah koti .   
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Kewenangan mengeluarkan surat Pajak Bumi dan Bangunan 
merupakan kewenangan dari pemerintah setempat, surat Pajak Bumi 
dan Bangunan tersebut memang bisa dijadikan salah satu persyaratan 
untuk mengajukan hak kepemilikan atas tanah yang bisa diajukan ke 
BPN tetapi masih banyak syarat yang lain yang harus dipenuhi.  
Apabila kawasan tanah koti tersebut lama-kelamaan menjadi 
daratan maka tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya hak 
kepemilikan atas tanah koti berdasarkan  kepemilikan surat Pajak Bumi 
dan Bangunan tetapi itu juga tentunya  harus dengan persetujuan dari 
pihak Pemerintah Daerah. 
Dari kepemilikan surat pajak bumi dan bangunan tentunya 
kemudian bisa dijadikan dasar diajukannya pendaftaran Hak Milik 
dengan cara mengurus sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan dengan 
alasan itikad baik dan penguasaan lebih 20 tahun secara turun-temurun 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah 
mengacu pada pasal 14 mengenai garis sempadan danau 
paparan banjir yang berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi muka air 
tertinggi yang pernah terjadi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, maka BPN dapat 
menjadikannya pedoman untuk memproses permohonan hak 
penguasaan dan kepemilikan terhadap tanah koti yang berada di 
sepanjang pesisir danau lapompakka.Tanah koti yang jaraknya lebih 
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dari 50 meter daris garis sempadan danau dapat dimohonkan hak 
penguasaan dan kepemilikan kepada BPN sesuai dengan ketentuan 
permohonan hak atas tanah negara pada umumya yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. permohonan hak atas tanah koti/ 
tanah timbul dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 
1. Pengajuan permohonan secara tertulis kepada BPN setempat 
2. Melampirkan dokumen berupa gambar beserta surat ukur yang 
merupakan hasil pengukuranoleh panitia yang telah ditunjuk oleh 
BPN 
3. Membayar biaya permohonan 
4. Menerima surat keputusan pemberian hak milik atas tanah   
negara. 
 
Tanah koti yang dapat dimohonkan hak dalam hal ini ditentukan 
pada tanah koti yang berada di luar area kawasan Danau Tempe dalam 
radius 50 meter, tetapi yang menjadi masalah adalah tepi muka air 
tertinggi yang pernah terjadi di Danau Tempe  yang tertuang dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai belum 
dapat ditentukan karena sebagian lokasi Danau tempe hampir menjadi 
hamparan tanah yang datar. 
Tanah  koti  yang berada dalam kawasan Danau Tempe  tidak 
akan mendapatkan hak kepemilikan dari BPN Kabupaten Wajo jika 
tidak ada rekomendasi dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo. 
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D. Peranan Pemerintah Dalam Mengatur Pemanfaatan Hak Garap 
‘tanah koti’ Secara Bergilir Di Danau Tempe 
Peranan pemerintah dalam hal mengatur pemanfaatan hak 
garap tanah koti  dianggap sangat minim dikarenakan Perda Kabupaten 
wajo hanya mengatur masalah pengertian dan tarif retribusi saja, tidak 
menjelaskan secara terperinci hal-hal yang lebih spesifik seperti status 
hak tanah, batas dan luas serta subjek yang dapat menggarap tanah  
Menurut Drs. Andi Ismirar Sentosa., M.Si. Camat 
Sabbangparu40 bahwa pemerintah menyerahkan pengurusan tanah koti 
kepada desa masing-masing untuk dilaksanakan aturan kebiasaan 
yang masih ada selama tidak bertentangan dengan undang-undang 
dan peraturan diatasnya, tetapi tentunya pihak Pemerintahan Desa juga 
harus berkoordinasi dengan pihak kecamatan dalam hal pengawasan 
pemanfaatan kawasan tanah koti.  
Permasalahan tanah koti yang ada di Desa masing-masing 
seharusnya diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila 
dalam mufakat belum dicapai titik temu, barulah dilimpahkan ke pihak 
kecamatan untuk di carikan solusi. Pihak kecamatan telah melakukan 
sosialisasi mengenai tanah koti yang tidak dapat diusahakan menjadi 
status hak milik karena merupakan tanah negara tetapi masih banyak 
juga masyarakat yang belum mengerti dan tetap mengusahakan hal 
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tersebut dengan dalih belum ada aturan yang mengatur tentang 
larangan pengajuan hak milik atas tanah koti dari pihak Pemerintah 
Daerah. Tetapi meskipun demikian, sampai sekarang belum ada data 
sebidang tanah koti pun yang bersertifikat. 
Hanya saja persepsi sebagian masyarakat mengenai 
kepemilikan surat Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah koti itu 
berbeda, ada yang berasumsi bahwa apabila telah memiliki surat Pajak 
Bumi dan Bangunan atas tanah koti maka itu sudah merupakan bukti 
kepemilikan. Hal inilah yang harus diluruskan dan diberikan penjelasan 
kepada masyarakat bahwa surat tersebut bukan merupakan bukti 
kepemilikan tetapi hanya sekedar bukti pembayaran pajak atas 
kekayaan bumi yang telah dimanfaatkan dan dimanfaatkan. Meskipun 
surat Pajak Bumi dan Bangunan memang bisa dijadikan sebagai salah 
satu syarat pengajuan hak kepemilikan ke BPN tetapi pihak kecamatan 
tidak akan mengeluarkan izin tersebut selama belum ada aturan yang 
memperbolehkan kawasan tanah koti dapat diajukan menjadi hak milik. 
Tetapi dengan adanya masyarakat yang memiliki surat Pajak 
Bumi dan Bangunan atas tanah koti memang telah mencederai adat 
kebiasaan masyarakat yang selama ini dipegang teguh yaitu makkoti, 
telah terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat yang memiliki surat 
Pajak Bumi dan Bangunan dan yang tidak memiliki. 
Semua permasalahan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan 
masyarakat setempat belum sepenuhnya melaksanakan peraturan  
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perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya koordinasi antara 
pemerintah setempat juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam 
menjalankan peraturan mengenai tanah koti , karena pemerintah yang 
berada di tingkat desa belum memahami dengan jelas peraturan 
tentang tanah. Oleh Karena itu, Pemerintah Daerah diharapkan harus 
lebih aktif untuk mengatur pemanfaatan tanah koti, meskipun hal 
tersebut memang sudah diatur dalam hukum kebiasaan masyarakat 
setempat tapi aturan tersebut dianggap telah mengalami pengikisan-
pengikisan seiring perkembangan modernisasi dan kebutuhan akan 
tanah yang semakin banyak.  
Penulis berpendapat bahwa Peranan Pemerintah terkait izin 
pemanfaatan adalah harus menggunakan skala prioritas atau hak-hak 
terdahulu (Preference) dengan mengutamakan warga lokal yang 
berbatasan langsung dengan lokasi tanah koti  untuk mendapatkan izin 
menggarap. Selain itu, perlu ketegasan dari pemerintah apakah 
kawasan danau tempe harus dipertahankan sebagai tanah negara yang 
dapat digarap oleh masyarakat setempat atau dapat diusahakan 
sebagai hak milik perseorangan yaitu dengan mengeluarkan peraturan 
baru yang dapat mencakup semua permasalahan tanah koti serta 
melakukan sosialisasi masalah tanah koti agar tidak terjadi multitafsir 
dan ketidakpastian hukum, karena selama peraturan tersebut belum 
ada, maka permasalahan tanah koti ini kedepannya malah akan 
semakin parah dan juga  dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum 
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tertentu untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tentunya itu harus 
diajuga tidak bersinggungan dengan nilai-nilai adat yang selama ini 
dipegang teguh oleh masyarakat.  
Penulis berpendapat bahwa meskipun aturan adat itu memang 
masih diakui dan dihormati selama aturan tersebut tidak bertentangan 
dengan peraturan diatasnya, tetapi aturan tersebut lama-kelamaan 
pasti akan tergeser dengan sendirinya. Aturan makkoti ini pasti juga 
akan ditinggalkan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan akan 
tanah yang makin meningkat . Yang menjadi pertanyaan besar adalah 
apakah pemerintah membiarkan pendangkalan keadaan Danau Tempe 
terproses secara alamiah  yang kemudian membentuk tanah koti yang 
semakin luas dan terus-menerus  dikelola oleh masyarakat dengan 
hanya memberikan hak untuk menggarap ataukah memberikan 
kesempatan kepada masyarakat lokal untuk pengurusan hak 
kepemilikan. Jika Pemerintah Kabupaten Wajo memang nantinya 
memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mengajukan 
permohonan hak kepemilikan, maka perlu adanya tindakan tegas dari 
Pemerintah Kabupaten Wajo dalam pengaturan zonasi dan pembagian 
yang secara merata agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang dapat 
berakhir dengan konflik. 
Solusi yang penulis tawarkan untuk Pemerintah Kabupaten 
wajo ialah jika ingin membenahi pengaturan atas tanah koti atau 
membuat peraturan baru maka yang perlu dibenahi terlebih dahulu 
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ialah keadaan Danau Tempe itu sendiri. Menurut penulis bahwa 
pendangkalan Danau Tempe Tiap tahunnya memang mendatangkan 
keuntungan dan kerugiaan bagi kehidupan masyarakat lokal. 
Keuntungan yang paling utama ialah dari sektor perikanan, akibat 
pendakalan maka lokasi ma’bungka (lelang tempat penangkapan ikan) 
bertambah banyak dan memudahkan penangkapan ikan itu sendiri. 
Selanjutnya dari sektor pertanian, akibat pendankalan maka lokasi 
tanah koti yang dapat digarap masyarakat bertambah banyak pula. 
Tetapi dibalik keuntungan akibat pendangkalan Danau Tempe 
tersebut, justru menimbulkan kerugian yang lebih besar. Yaitu keadaan 
Danau Tempe yang tiap tahunnya mengalami pendangkalan 
berdampak pada kurangnya daya tampung danau terhadap debit air 
ketika musim hujan yang tentunya mengakibatkan banjir hampir tiap 
tahun, dan jika intensitas hujan yang cukup tinggi dan berkepanjangan 
maka akan menimbulkan banjir bandang yang bukan hanya 
menimbulkan kerugian materi seperti rumah yang terendam banjir,areal 
persawahan dan pertanian yang gagal panen, tetapi juga dapat 
menimbulkan korban jiwa. 
Langka  yang baik menurut penulis bahwa pemerintah 
sebaiknya mengadakan pengerukan wilayah Danau Tempe dan 
membuat Pulau Buatan ditengah-tengah danau. Pengerukan berfungsi 
agar Danau Tempe kembali dapat menampung debit air ketika musim 
hujan sehingga intensitas banjir dapat berkurang. Meskipun akibat dari 
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pengerukan tersebut dapat dipastikan mengurangi lokasi dan waktu 
tangkap ma’bungka juga mengurangi lokasi tanah koti pada musim 
kemarau, tetapi pengerukan Danau Tempe akan lebih menguntungkan 
dibandingkan dengan dibiarkan terjadi pendangkalan terus-menerus, 
karena dari pengerukan tersebut bisa menanggulangi banjir serta 
apabila hasil pengerukan Danau Tempe direklamsikan menjadi sebuah 
pulau ditengah-tengah danau, maka akan lebih menarik wisatawan 
lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Danau Tempe 
sekaligus dapat dijadikan sebagai tempat pencaharian oleh masyarakat 
dibidang pariwisata dan pendapatan daerah tentunya. 
Memang pengerukan Danau Tempe bukan perkara mudah dan 
pastinya membutuhankan biaya yang cukup besar, melihat kondisi 
kedangkalan Danau Tempe sekarang yang sangat memprihatinkan 
yang disebabkan oleh faktor alam dan Buatan. Tentunya hal ini harus 
didukung dari berbagai pihak, baik dari pihak masyarakat maupun 
pemerintah untuk bersama-sama memikirkan keberlangsungan Danau 
Tempe kedepannya. 
Jika Pengerukan Danau Tempe tidak dilakukan dengan segera, 
Penulis berasumsi bahwa tiap tahunnya kabupaten wajo akan 
mengalami kerugian yang besar dan menelan korban jiwa akibat dari 
banjir yang hampir tiap tahunnya menggenangi sebagian kecamatan di 
Kabupaten Wajo. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Hak 
Garap atas tanah koti maka, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut:  
1. Pengaturan tanah koti yang terdapat disepanjang pesisir 
Danau Tempe Kabupaten Wajo secara umum diatur menurut hukum 
kebiasaan masyarakat yang bersifat kearifan lokal. Pemerintah hanya 
bertindak mengawasi dan memberikan toleransi terhadap masyarakat 
yang memanfaatkan tanah koti karena menganggap bahwa 
pemanfaatan tanah koti oleh masyarakat setempat masih berstatus 
pengelolaan tanah negara dan pengaturannya diserahkan kepada 
pemerintahan desa masing-masing dengan pembayaran retribusi 
kepada pemerintah. Harapan masyarakat tentang kegiatan makkoti 
masih sangat besar untuk dipertahankan guna pemanfaatan tanah koti 
yang merata dan adil untuk seluruh masyarakat dan tidak di alihkan 
menjadi hak milik perseorangan yang manfaatnya hanya untuk 
sebagian orang saja.  
2. Peran pemerintah dalam mengatur tanah koti dianggap 
sangat minim karena tidak mengatur secara jelas dan terperinci dalam 
bentuk perundang-undangan maupun peraturan pemerintah. Tanah 
koti hanya diatur dalam PERDA Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 
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2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan PERDA 
Kabupaten Wajo No. 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumber 
Daya Perikanan. Kedua Perda tersebut belum bisa dikatakan dapat 
mencakup aturan-aturan mengenai tanah koti . 
Tetapi karena letak dan proses terjadinya berlatar belakang 
seperti tanah timbul maka, tanah koti ini dikatagorikan sebagai salah 
satu jenis tanah timbul oleh pemerintah setempat dan masih berada 
dalam kawasan Danau Tempe sehingga tidak diperbolehkan adanya 
hak milik perseorangan. Tanah timbul ditetapkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah yang 
menetapkan bahwa tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara. Hal ini terlihat belum sepenuhnya dijalankan 
karena belum adanya pendataan mengenai tanah koti yang dilakukan 
oleh pemerintah setempat. Kurangnya koordinasi antara pihak 
pemerintah setempat yang meliputi Kepala Desa, Camat, BPN juga 
menjadi faktor timbulnya kecemburuan sosial masyarakat penggarap 
tanah koti.  
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1. Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan 
pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai status tanah koti 
sebagai tanah yang dikuasai oleh negara melalui program sosialisasi 
dan turut aktif dalam pengaturan, penataan serta pemanfaatan tanah 
koti. 
2. Sebaiknya pemerintah setempat segera mengambil langkah 
untuk membuat Perda yang dapat mencakup semua permasalahan 
tanah koti yang ada di pesisir Danau Tempe. Hal ini bertujuan agar 
pemanfaatan tanah negara sesuai dengan rencana tata ruang wilayah 
di daerah tersebut serta untuk menghindari terjadinya konflik baik antar 
masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan 
pemerintah.  
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Pematang tanah koti 
 
 
 
Batas tanah  koti hanya sebuah patok kayu 
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